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BUPATI LUWU TIMUR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN lUPATI LUWU TIMUR 
NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 1 

TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU TIMUR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 
penyaluran dana hibah dan bantuan sosial, dipandang 
perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian 
pelaksanaan kegiatan dilapangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu 
Timur Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

1 .  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4270); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); � 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 1 16 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011  tentang Tata 
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5202); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272);, 
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14.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 310) ;  

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
541) ;  

18.  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Timur Nomot 23) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 
Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 
Nomor 89). 

19.  Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 201 7 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 'f 



Menetapkan 

- 4 - 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO MOR 1 TAHUN 2 0 1 7  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH 
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur 
Nomor 1 Tahun 2 0 1 7  tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah clan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Serita Daerah Ka bu paten Luwu Timur Tahun 2 0 1  7  
Nomor 6) diubah sebagai berikut: 

Ketentuan ayat ( 1 ) ,  ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 diubah dan 
ayat (2), ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18  

( 1 )  Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  dilakukan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dihapus 

(3) Dihapus 

(4) Proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  di atas, berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan ketentuan: 

a. dilakukan oleh SKPD, untuk hibah berupa barang/jasa; 
dan 

b. dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk hibah 
berupa uang yang dilakukan secara swakelola. 

(5) Pengadaan barang dan jasa oleh kelompok masyarakat 
dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, 
akuntabel, tidak diskriminatif, terbuka dan bersaing. 

(6) Penyaluran dana hibah berupa uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan secara 
bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. diberikan 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan 
dana ;dan 

b .  diberikan 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan 
dana apabila pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh 
puluh lima persen). 
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(7) Pengecualian terhadap penyaluran dana hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk pemberian 
hibah sampai dengan Rpl00.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dapat disalurkan sekaligus atau ditentukan lain 
oleh peraturan perundang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. J,& 

• · TELAH DIPERIKSA 

SEKDA 

AstSTEN 

KA BAN 

KASUaAG I KASUBIO 

Ditetapkan di Malili 
pada tanggal 2 1  Fe b r u a r i  2 0 1 8  

BUPATI LUWU TIMUR, 

.... �M·�L m 

BAIMII PENGELOLAAN KEUANGA llll!IA·-· 

UIUPA1EN LUWU TIMUR 

Diundangkan di Malili 
padatanggal 2 1  F e b r u a r i  2 0 1 8  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

- 

BAHRI SULI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 1 


